PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1977
TENTANG
PENSIUN WAKIL KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA YANG TIDAK MERANGKAP JABATAN WAKIL KETUA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa sampai sekarang belum ada pengaturan tentang pensiun
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia yang tidak merangkap jabatan Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

b. bahwa Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia yang tidak merangkap jabatan Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pada kenyataannya
melaksanakan tugasnya secara penuh seperti Wakil Ketua
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang
merangkap jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dipandang
perlu mengatur pensiun Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia yang tidak merangkap jabatan Wakil
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pemberian
Tunjangan yang bersifat Pensiun kepada bekas Ketua dan bekas
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran
Negara Tahun 1953 Nomor 36), sebagaimana telah beberapa kali
diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2973);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 tentang Gaji/Gaji
Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 18), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan
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